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PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI 

 
NOMOR 7 TAHUN  2020 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 
 

Menimbang  :  bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

serta menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan, 
maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali 

dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah; 
 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 
2. Undang-Undang... 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014     Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547); 

7. Peraturan... 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat 

II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3584); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

 

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan 

Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2000 Nomor 19 Seri D-10); 

 

 

 

Dengan ... 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

SUKABUMI 

dan 

WALI KOTA SUKABUMI 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 

PERANGKAT DAERAH. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah Daerah Kota Sukabumi. 
 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi. 
 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh   pemerintah Daerah   

dan    dewan perwakilan rakyat daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

otonom. 
 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali 
Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 
 

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan  yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

 

7. Badan… 
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7. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan 
unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
 

8. Sekretariat Daerah  adalah  Sekretariat Daerah Kota 

Sukabumi. 
 

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Sukabumi. 
 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 
 

11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF 

adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

 
 

BAB  II 

PEMBENTUKAN 

 
Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, 

yaitu: 
 

a. Sekretariat Daerah tipe B; 
b. Sekretariat DPRD tipe B; 

c. Inspektorat Daerah tipe B; 

d. Dinas terdiri dari: 
 

1. tipe A, yaitu: 
 

a) Dinas pendidikan dan kebudayaan, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang  

pendidikan dan kebudayaan; 

b) Dinas kesehatan, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan; 

 
 

c) Dinas… 
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c) Dinas ketahanan pangan, pertanian, dan 
perikanan, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pangan, pertanian, dan 

perikanan; 

 

2. tipe B, yaitu: 
 

a) Dinas pengendalian penduduk keluarga 

berencana dan pemberdayaan perempuan 

perlindungan anak menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan perlindungan anak; 
b) Dinas lingkungan hidup, menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 

c) Dinas pekerjaan umum dan tata ruang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang, 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 

dan pertanahan;  

d) Dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan 

perdagangan menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang koperasi,  usaha kecil dan 

menengah, perindustrian, dan perdagangan; 
e) Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata; 

f) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang penanaman modal; 

g) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

h) Dinas komunikasi dan informatika, 
menyelenggarakan urusan  pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, statistik, dan 

persandian; 

 

 
i) Satuan.. 
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i) Satuan polisi pamong praja dan pemadam 
kebakaran menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 

dan sub urusan kebakaran. 

 

3. tipe C, yaitu: 
 

a) Dinas perhubungan, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perhubungan; 

b) Dinas sosial, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang sosial; 

c) Dinas tenaga kerja menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang tenaga kerja; 

d) Dinas perpustakaan dan arsip daerah, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perpustakaan dan kearsipan. 

 
e. Badan, terdiri dari: 

 

1. tipe A, yaitu: 
 

a) Badan perencanaan pembangunan Daerah 

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang perencanaan, penelitian 
dan pengembangan; 

b) Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan 

Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan bidang keuangan. 

2. klasifikasi B, yaitu Badan penanggulangan bencana 
Daerah menyelenggarakan sub urusan bencana.  

3. tipe C, yaitu: 
 

a) Badan kepegawaian dan pengembangan sumber 

daya manusia, melaksanakan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta 
pendidikan dan pelatihan; 

b) Badan kesatuan bangsa dan politik dengan 2 

(dua) bidang, yaitu badan kesatuan bangsa dan 

politik,  menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang kesatuan bangsa dan politik. 

 
f. Kecamatan… 
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f. Kecamatan terdiri dari: 
 

1. tipe A, yaitu Kecamatan Cikole. 

2. tipe B, yaitu: 
 

a) Kecamatan Warudoyong; 

b) Kecamatan Lembursitu; 

c) Kecamatan Gunung Puyuh; 
d) Kecamatan Citamiang; 

e) Kecamatan Baros; dan 

f) Kecamatan Cibeureum. 

 

Pasal 3 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan 

organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

 
 

BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

 

Pasal 4 
 

(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu. 

 

(2) Pembentukan dan penghapusan UPTD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Wali Kota.  

 

Pasal  5 

 
(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan 

pendidikan. 

 

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. 
 

Pasal 6… 
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Pasal 6 
 

(1) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain 

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat 

rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat 

khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit 

organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan 
secara profesional. 

 

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki 

otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 
Daerah serta bidang kepegawaian. 

 

(3) Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit 

Daerah. 

 

Pasal 7 
 

(1) Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan 

keuangan dan barang milik Daerah serta bidang 

kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2) bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan. 

 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik 
Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah. 

 

Pasal 8 

 

(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan 

penatausahaan barang milik Daerah. 

 

 
(2) Dalam… 
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(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1), direktur rumah sakit Daerah ditetapkan 

selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna 

barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), direktur rumah sakit Daerah 

memiliki tugas dan kewenangan: 
 

a. menyusun rencana kerja dan anggaran; 

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 
c. menandatangani surat perintah membayar; 

d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi 

tanggung jawabnya; 

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

unit yang dipimpinnya; 
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan 

pejabat penatausahaan keuangan; dan 

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang 

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 

Daerah. 

 
(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen 

pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dan    huruf b disampaikan kepada tim 

anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola 

keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah yang 

telah menerapkan polapengelolaan keuangan badan 

layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis 
anggaran. 

 

 

 

Pasal 9… 
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Pasal 9 
 

(1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1), direktur rumah sakit Daerah 

melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan 

anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 

huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

(2) Direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang 
dipimpinnya. 

 

Pasal 10 

 

(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), direktur rumah sakit 
Daerah melakukan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian 

dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan 

keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah. 

 
(3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
Pasal 11 

 

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam   Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan: 

 

 
a. direktur… 
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a. direktur rumah sakit Daerah dapat mengusulkan 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 

pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan 
dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur 

sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam 

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

c. direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan 

dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di 
lingkungan rumah  sakit Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal 12 
 

(1) Jenis rumah sakit Daerah terdiri atas rumah sakit 

umum dan rumah sakit khusus. 

 

(2) Rumah sakit Daerah diklasifikasikan berdasarkan 

fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit 
Daerah. 

 

(3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah terdiri atas: 
 

a. rumah sakit umum Daerah kelas A; 

b. rumah sakit umum Daerah kelas B; 
c. rumah sakit umum Daerah kelas C; dan 

d. rumah sakit umum Daerah kelas D. 

 

(4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah terdiri atas: 
 

a. rumah sakit khusus Daerah kelas A; dan 
b. rumah sakit khusus Daerah kelas B. 

 

(5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan 

besaran organisasi rumah sakit Daerah. 
 

(6) Ketentuan… 
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(6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan 
pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

 
BAB IV  

STAF AHLI 

 

Pasal 13 

 
(1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 

staf ahli. 

 

(2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wali Kota dan secara administratif 

dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. 
 

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

banyak 3 (tiga) staf ahli. 

 

(4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 
dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. 

 

(5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh Wali 

Kota.  

 

Pasal 14 
 

(1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu 

strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya. 

 
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf 

ahli Wali Kota, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata 

usaha pada bagian yang membidangi urusan 

umum/tata usaha. 
 
 

BAB V... 
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BAB V 
JABATAN PERANGKAT DAERAH 

 

Pasal 15 
 

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau 
jabatan pimpinan tinggi pratama. 

 

(2) Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris Daerah, 

kepala Dinas, kepala Badan, staf ahli, dan direktur 

rumah sakit Daerah kelas A dan kelas B merupakan 

jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi 

pratama.  
 

(3) Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris 

Dinas, sekretaris Badan, kepala bagian, camat, direktur 
rumah sakit Daerah kelas C, dan wakil direktur rumah 

sakit Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan 

eselon III.a atau jabatan administrator.  
 

(4) Kepala bidang pada Dinas dan Badan,  sekretaris 

kecamatan  tipe A, direktur rumah sakit Daerah kelas D, 

kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit 

Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C merupakan jabatan 
eselon III.b atau jabatan administrator. 

 

(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, 
sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas, dan Badan, 

kepala seksi pada Dinas, kepala subbidang pada Badan, 

kepala UPTD pada Dinas dan Badan kelas A, sekretaris 

kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan tipe B, 

kepala subbagian pada rumah sakit Daerah, dan kepala 
seksi pada rumah sakit Daerah  merupakan jabatan 

eselon IV.a atau jabatan pengawas.  

 

(6) Kepala UPTD kelas B pada Dinas dan Badan, kepala 

subbagian pada UPTD kelas A pada Dinas dan Badan, 

kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris 
kelurahan, dan kepala seksi pada kelurahan merupakan 

jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.  

 

(7) Kepala… 
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(7) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat 
oleh JF guru atau pamong belajar dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepala 

unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan 

masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga 

kesehatan yang diberikan tugas tambahan.   
 

Pasal 16 
 

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada 
Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan JF. 

 
 

BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 17 
 

(1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan 

keahlian dan kebutuhan. 
 

(2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(3) Setiap kelompok JF dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional yang ditunjuk. 

 

(4) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

(5) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan JF 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari 
setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

 

 

Pasal 18... 
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Pasal 18 
 

(1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan 

fungsinya dapat dilaksanakan oleh kelompok JF, 

menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya 

telah digantikan oleh kelompok JF. 
 

(2) Untuk memenuhi kebutuhan JF sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 

pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, 

promosi, dan penyesuaian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 
 

BAB VII 

TATA KERJA  
 

Pasal  19 
 

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit 

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 

maupun antar satuan organisasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-

masing. 
 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memimpin 

dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti 

dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 

kepada atasan masing-masing dan menyiapkan 
laporan berkala setiap waktunya. 

 

(5) Setiap… 
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(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 

kepada bawahan. 
 

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada 

atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan 

organisasi lain yang secara fungsional memiliki 

hubungan kerja. 
 

(7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan 

organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian 

bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan 

satuan organisasi dapat mengadakan rapat berkala. 
 
 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 20 
 

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan staf ahli 

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja 

Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
 
 

BAB IX 

KEPEGAWAIAN 
 

Pasal 21 
 

Pejabat aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah 

diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 22 
 

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat 

yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan 
tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru 

berdasarkan peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 23.... 
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Pasal 23 
 

Rumah Sakit Daerah yang telah dibentuk sebelum 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan belum menerapkan 

pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, 

wajib menerapkan pola pengelolaan keuangan badan 

layanan umum Daerah paling lambat 1 (satu) tahun 
terhitung sejak peraturan Daerah ini mulai berlaku. 

 

Pasal 24 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang 
telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai 

dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang 

Pembentukan UPTD berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 25 

 
Dalam hal peraturan perundang-undangan memerintahkan 

pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut 

dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah 

dikonsultasikan kepada menteri dalam negeri dan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pendayagunaan aparatur negara melalui gubernur jawa 

barat. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 26 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
 

Pasal 27 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
 

Agar… 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah  ini  dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi. 
 

Ditetapkan di Sukabumi 

pada tanggal 28 Desember 2020      
 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 

ttd. 

  

ACHMAD FAHMI 
 

Diundangkan di Sukabumi  

pada tanggal 28 Desember 2020      
 

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI, 

 

        ttd. 

 

  DIDA SEMBADA 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 7 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI 

JAWA BARAT 7/209/2020 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

   KEPALA BAGIAN HUKUM 

   SETDA KOTA SUKABUMI, 

 

 

 
 
        LULU YULIASARI 

NIP. 19710703 199703 2 002  
     



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI 
 

NOMOR 7 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 
 

  

I. UMUM 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan 

yang signifikan terhadap Pembentukan Perangkat Daerah, yakni 

dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban 

kerja. 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka 

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 perlu 

disesuaikan kembali. Semangat awal penyesuaian Peraturan 

Daerah ini adalah semangat Pemerintah Daerah untuk 
melakukan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan rumpun 

urusan pada Perangkat Daerah sehingga Perangkat Daerah yang 

mengalami perubahan dapat lebih memaksimalkan tugas dan 

fungsinya secara lebih tepat. 

 

 
II.    PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

 
Pasal 2  

Cukup jelas. 

 

Pasal 3  

Cukup jelas. 

 
Pasal 4… 
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Pasal 4  
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” 

adalah kegiatan teknis secara langsung 

berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang 

tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung 
pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

 

Pasal 5  

Cukup jelas. 

 
Pasal 6  

Cukup jelas. 

 

Pasal 7  

Cukup jelas. 

 
Pasal 8  

Huruf a 

Rencana Kerja dan Anggaran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan 

anggaran dinas yang menyelenggarakan 
UrusanPemerintahan di bidang kesehatan. 

Huruf b 

Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan 

anggaran dinas yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dibidang kesehatan. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan "menandatangani surat 

perintah membayar" adalah menandatangani surat 

perintah membayar-uang persediaan (UP), surat 

perintah membayar-ganti uang persediaan (GU), 
surat perintah membayar-tambahan uang 

persediaan (TU), dan suratperintah rnembayar-

langsung (LS). 

 

 

Huruf d… 
 

 



 

 

- 3 - 

 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "mengelola utang danpiutang 

Daerah yang menjadi tanggungjawabnya" adalah 

sebagai akibat yang ditimbulkan clari pelaksanaan 

dokumen pelaksanaan anggaran. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 
Pasal 9  

Cukup jelas. 

 

Pasal 10  

Cukup jelas. 

 
Pasal 11  

Cukup jelas. 

 

Pasal 12  

Cukup jelas. 
 

Pasal 13  

Cukup jelas. 

 

Pasal 14  

Cukup jelas. 
 

Pasal 15  

Cukup jelas. 

 

Pasal 16  
Cukup jelas. 

 

Pasal 17  

Cukup jelas. 

 

Pasal 18  
Cukup jelas. 

Pasal 19… 
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Pasal 19  
Cukup jelas. 

 

Pasal 20  

Cukup jelas. 

 

Pasal 21  
Cukup jelas. 

 

Pasal 22  

Cukup jelas. 

 
Pasal 23  

Cukup jelas. 

 

Pasal 24  

Cukup jelas. 

 
Pasal 25  

Cukup jelas. 

 

Pasal 26  

Cukup jelas. 
 

Pasal 27  

Cukup jelas. 
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